1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia

1. Tugas dan Fungsi Polisi Republik Indonesia

Eksistensi Kepolisian adalah peran utama yang harus dijalankan sehubungan
dengan atribut yang melekat pada individu maupun instansi, dalam hal ini
diberikan oleh POLRI didasarkan atas asas Legalitas Undang-Undang yang
karenanya merupakan kewajiban untuk dipatuhi oleh masyarakat. Agar peran ini
bisa dijalankan dengan benar, pemahaman yang tepat atas peran yang diberikan

harus diperoleh.

Pemaknaan akan Pelindung, Pengayom, dan Pelayan masyarakat bisa beragam
dari berbagai tinjauan, namun untuk kesamaan persepsi bagi kita dan langkah bagi

kita, pemaknaan itu dapat dirumuskan :

1. Pelindung : adalah anggota POLRI yang memiliki kemampuan
memberikanperlindungan bagi warga masyarakat, sehingga terbebas dari rasa
takut, bebas dari ancaman atau bahaya, serta merasa tentram dan damai

2. Pengayom : adalah anggota POLRI yang memiliki kemampuan memberikan
bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan dan nasehat yang

dirasakan bermanfaat bagi warga masyarakat



3. Pelayan : adalah anggota POLRI yang setiap langkah pengabdiannya

dilakukan secara bermoral, beretika, sopan, ramah dan proporsional

Pemaknaan dari peran Pelindung, Pengayom dan Pelayan seyogianya tidak hanya
tampil dalam setiap langkah kegiatan apapun yang dilakukan oleh personil POLRI
berkaitan dengan tugasnya, melainkan juga dalam perilaku kehidupannya sehari-
hari Tampilan perilaku dimaksud akan sangat tergantung pula kepada integritas
pribadi masing-masing anggota POLRI, untuk bisa dilaksanakan secara sadar, baik

dan tulus. Pada intinya, perilaku yang ditampilkan dapat berwujud :

Sebagai Pelindung : berikan bantuan kepada masyarakat yang merasa terancam

dari gangguan fisik dan psikis tanpa perbedaan perlakuan

1. Sebagai Pengayom : dalam setiap kiprahnya, mengutamakan tindakan yang
bersifat persuasif dan edukatif

2. Sebagai Pelayan : layani masyarakat dengan kemudahan, cepat, simpatik,
ramah, sopan serta pembebanan biaya yang tidak semestinya

3. Sebagai pengayom, POLRI harus selalu simpati dan ramah tamah. Disini ada
tiga konsep policy Kapolri yang relevan, yaitu etis, tanggap dan jangan semena
mena. Sedangkan sebagai pengawas masyarakat, Polri harus tegas, berwibawa
dan kalau perlu keras. Satu lagi konsep policy Polri adalah relevan kuat, yaitu

Polri harus sadar bahwa dirinya adalah sebagai ”Crime Hunter”.

Polisi memang harus bertindak keras tetapi tidak bengis, harus melakukan
pelayanan yang efisien tapi tidak mengharap apapun, tidak memihak pada
kesatuan apapun (khususnya bidang politik) demi tegaknya azas kepolisian. Bagi

kepolisian, hal-hal itu merupakan falsafah pelaksanaan tugas yang bersifat



universal, sebagai standar minimum perilaku organisasi Polisi. TAP MPR RI No.
VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Republik

Indonesia, maka peranan Kepolisian adalah :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang
berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada
masyarakat

2. Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia

wajib memiliki keahlian dan keteerampilan secara profesional

2. Fungsi Kepolisian Dalam Masyarakat
Telah dikenal oleh masyarakat luas terlebih dikalangan kepolisian, bahwa tugas
yuridis Kepolisian tertuang dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan di dalam UU Pertahanan dan Keamanan.

Selanjutnya dalam Pasal 15 UU No. 2 tahun 2002 disebutkan :

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 dan Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum
berwenang :

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat
menggangu ketertiban umum

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam



persatuan dan kesatuan bangsa

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalan lingkup kewenangan
administratif kepolisian

f.  Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian
dalam rangka pencegahan

g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang

i. Mencari keterangan dan barang bukti

j.  Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional

k. Mengeluarkan surat dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam
rangka pelayanan masyarakat

I.  Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan
pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :

1.

2.

Aspek ketertiban dan keamanan umum

Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan atau
perbuatan melanggar hukum/kejahatan, dari penyakit-penyakit masyarakat dan
aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan

masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan)

Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan/kepatuhan hukum warga
masyarakat
. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang

penyelidikan dan penyidikan



Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas tetapi luhur dan mulia
itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa didalam
menjalankan tugasnya itu harus selalu menjungjung tinggi hak-hak asasi rakyat
dan hukum negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya dibidang
penyidikan. Ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma
keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang
demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana

yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang kepolisian seperti telah
dikemukakan diatas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas kepolisian

dibidang penegakan hukum, yaitu :

1.  Penegakan hukum dibidang Peradilan pidana (dengan sarana penal)

2. Penegakan hukum dengan sarana non-penal

Tugas penegakan hukum dibidang Peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya
hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas kepolisian, sebagian
tugas kepolisian justru terletak diluar penegakan hukum pidana (non-penal). Tugas
Kepolisian dibidang peradilan pidana hanya terbatas dibidang penyelidikan dan
penyidikan, tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan hukum pidana
walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidanya. Misalnya, tugas
memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit
masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada
masyarakat dan penanggulangan dalam konflik sosial, mengusahakan ketaatan

hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang



sekedar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut

ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Uraian diatas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang
lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat
pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya
sebagai penegak hukum dibidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam
menjalankan tugas dan wewenangya, kepolisian sebenarnya berperan ganda baik
sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan
kedua tugas peran ganda ini. Kongres PBB ke-5 (mengenai Prevention of crime
and the treatment of offenders) pernah menggunakan istilah ’service oriented

task” dan “law enforcement duties .

Perihal kepolisian dengan tugas dan wewenangnya, ada diatur dalam UU No.2
tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-
Undang tersebut dikatakan bahwa, kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang

berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan.

Keterangan pasal tersebut, maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa tugas-
tugas yang diemban oleh polisi adalah sangat komplek dan rumit sekali terutama
didalam bertindak sebagai penyidik kejahatan atau tindak pidana bahkan dalam

penanggulangan konflik sosial antar kampung.

Sebagai alat perlengkapan negara, polisi bertanggungjawab melaksanakan tugas
pemerintah sehari-hari, yaitu menimbulkan rasa aman pada warga masyarakat.
Tugas pemerintah ini dilakukan polisi melalui penegakan hukum pidana,

khususnya melalui pencegahan dan menyelesaikan kejahatan prostitusi yang



terjadi. Tetapi dalam usaha menimbulkan rasa aman ini, polisi juga bertugas
memelihara ketertiban dan keteraturan. Tetapi untuk keperluan analisa kedua

fungsi tersebut harus dibedakan, karena menyangkut profesional yang berbeda.

Undang Undang Kepolisian (Undang Undang No. 2 tahun 2002) memberikan
tugas dan wewenang yang sangat luas kepada polisi, mandat yang diberikan ini
pada hakikatnya dapat dibagi dalam dua kategori dasar. Yang pertama adalah
untuk mencegah dan menyidik kejahatan, dimana akan tampil wajah polisi sebagai
alat negara (penegak hukum). Mandat kedua agak lebih  sukar
menggambarkannya, polisi disini bertugas adalah sebagai Pengayom yang

memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana telah disebut diatas, masyarakat menginginkan bahwa polisi harus
menegakkan hukum pidana dalam menanggulangi konflik sosial dalam bentuk
perang kampung dengan mencegah masyarakat menjadi korban dan kalaupun ada
warga yang menjadi korban konflik sosial, polisi harus berusaha melakukan upaya

meminimalisir konflik sosial dengan melakukan tugasnya dengan lebih cepat.

B. Konflik Sosial Masyarakat

Konflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul.
Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang
atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan
pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Tidak satu

masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau



dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan

dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.*

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam
suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri
fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya.
Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik
merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat
pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan
kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan

hilangnya masyarakat itu sendiri.

Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai
sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan
integrasi. sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.

Ada beberapa pengertian konflik menurut beberapa ahli.?

1. Menurut Taquiri dalam Newstorm dan Davis, konflik merupakan warisan
kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat daripada
berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di
antara dua pihak atau lebih pihak secara berterusan.

2. Menurut Gibson, et al, hubungan selain dapat menciptakan kerjasama,

hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika

' Ahmad Ubbe, 2011. Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penanganan Konflik Sosial. BPHN
PUSLITBANG, him 13
? 1bid, him 15



masing — masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan

sendiri — sendiri dan tidak bekerja sama satu sama lain.’

3. Menurut Robbin, keberadaan konflik dalam organisasi dalam organisasi
ditentukan oleh persepsi individu atau kelompok. Jika mereka tidak menyadari
adanya konflik di dalam organisasi maka secara umum konflik tersebut
dianggap tidak ada. Sebaliknya, jika mereka mempersepsikan bahwa di dalam
organisasi telah ada konflik maka konflik tersebut telah menjadi kenyataan.

4. Dipandang sebagai perilaku, konflik merupakan bentuk minteraktif yang
terjadi pada tingkatan individual, interpersonal, kelompok atau pada tingkatan
organisasi. Konflik ini terutama pada tingkatan individual yang sangat dekat
hubungannya dengan stres.

5. Menurut Minnery, Konflik organisasi merupakan interaksi antara dua atau
lebih pihak yang satu sama lain berhubungan dan saling tergantung, namun
terpisahkan oleh perbedaan tujuan.

6. Konflik dalam organisasi sering terjadi tidak simetris terjadi hanya satu pihak
yang sadar dan memberikan respon terhadap konflik tersebut. Atau, satu pihak
mempersepsikan adanya pihak lain yang telah atau akan menyerang secara
negatif.

7. Konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain,
kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Dalam pandangan
ini, pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu

yang diekspresikan, diingat, dan dialami.

* 1bid, him 15



8. Konflik dapat dirasakan, diketahui, diekspresikan melalui perilaku-perilaku

komunikasi.

9. Konflik senantisa berpusat pada beberapa penyebab utama, yakni tujuan yang
ingin dicapai, alokasi sumber-sumber yang dibagikan, keputusan yang
diambil, maupun perilaku setiap pihak yang terlibat.

10. Interaksi yang disebut komunikasi antara individu yang satu dengan yang
lainnya, tak dapat disangkal akan menimbulkan konflik dalam level yang

berbeda — beda.

Konflik dapat bersifat fungsional secara positif maupun negatif. Fungsional secara
positif apabila konflik tersebut berdampak memperkuat kelompok, sebaliknya
bersifat negatif apabila bergerak melawan struktur. Dalam kaitannya dengan
sistem nilai yang ada dalam masyarakat, konflik bersifat fungsional negatif
apabila menyerang suatu nilai inti. Dalam hal konflik antara suatu kelompok
dengan kelompok lain, konflik dapat bersifat fungsional positif karena akan
membantu pemantapan batas-batas struktural dan mempertinggi integrasi dalam

kelompok.

Konflik fungsional secara positif dan Konflik fungsional secara negatif
menunjukkan beberapa persamaan analisis antara kedua pendekatan itu, yaitu
sama-sama bersifat holistik karena sama-sama melihat masyarakat sebagai terdiri
atas bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lain, serta perhatian
pokok ditujukan kepada antar hubungan bagian-bagian itu. Teori fungsional
struktural maupun teori konflik, keduanya cenderung sama-sama memusatkan

perhatian terhadap variabel-variabel mereka sendiri dan mengabaikan variabel



yang menjadi perhatian teori lain. Sebagai upaya untuk mempertemukan kedua
teori tersebut, Berghe beranggapan bahwa konflik dapat memberikan sumbangan

terhadap integrasi dan sebaliknya integrasi dapat pula melahirkan konflik.

Salah satu konflik yang sering terjadi adalah “konflik nilai”. Pandangan konflik
nilai muncul setelah Perang Dunia Il. Pandangan ini memberikan kritik terhadap
pandangan patologi sosial dan perilaku menyimpang. Menurut pandangan konflik
nilai, konsep sickness atau pun sosial expectation merupakan konsep yang
subjektif, sehingga sulit untuk dijadikan acuan dalam memahami masalah sosial.
Dengan demikian, maka dapat difahami bahwa penyimpangan terhadap peraturan
tidak selalu sama dengan kegagalan dari peraturan tersebut dalam mengendalikan

kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat adalah dinamik, serta terus berkembang semakin kompleks, sehingga
tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu penyimpangan peraturan, karena si
pelaku terbiasa hidup dalam kelompok lain yang nilainya berbeda, bahkan saling
bertentangan. Pola pikir ini menjelaskan, bahwa masalah sosial terjadi apabila dua
kelompok atau lebih dengan nilai yang berbeda saling bertemu dan berkompetisi.
Untuk menjelaskan pengertian tersebut dapat diambil contoh kasus pemilik rumah
dengan penyewa rumah. Pemilik rumah menghendaki sewa rumah dinaikkan,
sementara itu penyewa rumah mengharapkan sewa rumah yang rendah. Situasi
semacam ini dapat mendatangkan konflik, dan konflik tersebut disebabkan oleh
karena nilai dan kepentingan berbeda. Konsekuensi lebih lanjut, dalam

masyarakat dapat timbul polarisasi.



Masalah sosial mungkin tidak akan terjadi jika yang kuat bersedia berkorban
untuk yang lemah (kompromi). Masalah sosial justru akan timbul ketika yang kuat
menggunakan  kekuatannya untuk membela  kepentingannya.  Dalam
kenyataannya, situasi konflik tersebut dapat berkembang menjadi tiga

kemungkinan yaitu konsensus, trading dan power.

Situasi konflik sebagaimana digambarkan dalam kasus antara pemilik rumah dan
penyewa rumah tersebut, juga dapat terjadi dalam bentuk kehidupan sosial yang
lain. Konflik antar generasi misalnya, dapat terjadi karena perbedaan orientasi
nilai antara generasi tua dengan generasi muda. Di satu pihak, generasi tua masih
berpegang pada nilai-nilai lama sehingga memandang apa yang dilakukan oleh
generasi muda sebagai penyimpangan nilai. Dilain pihak, generasi muda dengan
menggunakan orientasi nilai yang baru, memandang generasi tua bersikap kolot.
Situasi semacam ini banyak dijumpai dalam masyarakat yang sedang berada pada
proses transformasi dan proses perubahan sosial yang pesat. Pada umumnya
generasi tua karena proses sosialisasinya telah lebih lama, mengakibatkan nilai-
nilai lama telah terinternalisasi dan mengakar dalam kehidupannya. Di lain pihak,
generasi muda karena usianya, belum cukup mapan dalam mengadopsi nilai lama
serta berkenaan dengan perkembangan kejiwaannya yang masih labil,

menyebabkan lebih mudah menerima anasir baru termasuk nilai-nilai baru.

Masalah sosial yang berasal dari konflik nilai juga dapat dijumpai dalam
masyarakat yang kompleks yang mengenal adanya isu minoritas dan mayoritas.
Minoritas adalah sekelompok orang yang tidak menerima perlakuan yang sama

dibandingkan dengan kelompok orang yang lain dalam masyarakat yang sama 12.



Sehubungan dengan pembahasan tentang masalah ini dikenal tiga terminologi
yaitu minoritas rasial, minoritas etnik dan asimilasi. Minoritas rasial terdiri dari
sekelompok orang yang mempunyai karakteristik yang merupakan pembawaan
biologis seperti warna kulit. Minoritas etnik terdiri dari sekelompok orang yang
mempunyai penampilan budaya yang berbeda dengan yang digunakan oleh
sebagian besar anggota masyarakat. Aspek kultural yang dapat membentuk
minoritas tipe ini adalah bahasa, agama, asal kebangsaan, kesamaan sejarah dan

sebagainya.

Apabila anggota dari kelompok minoritas baik dari latar belakang ras maupun
etnik, menggunakan atau mengadopsi karakteristik dari budaya yang merupakan
arus utama dalam lingkungan masyarakat yang luas, melalui adaptasi pola kultural
mereka yang "unik" kedalam pola kultur kelompok mayoritas, atau melalui

perkawinan silang, maka terjadilah proses asimilasi.

Ketiga fenomena tersebut yang potensial menumbuhkan konflik adalah minoritas
rasial dan minoritas etnik, sedang asimilasi cenderung fungsional terhadap

struktur karena mendorong integrasi.

Terlepas dari teori konflik yang menganggap konflik memiliki nilai positif,
sejarah jaman maupun kenyataan hingga kini membuktikan bahwa konflik sosial
secara langsung selalu menimbulkan akibat negatif. Bentrokan, kekejaman
maupun kerusuhan yang terjadi antara individu dengan individu, suku dengan
suku, bangsa dengan bangsa, golongan penganut agama yang satu dengan
golongan penganut agama yang lain. Kesemuanya itu secara langsung

mengakibatkan korban jiwa, materiil, dan juga spiritual, serta berkobarnya rasa



kebencian dan dendam kesumat. Misalnya Perang Amerika dan Irak, Konflik

Etnis (Kerusuhan Sosial) di Kalimantan Barat.

Secara sosiologis, proses sosial dapat berbentuk proses sosial yang bersifat
menggabungkan (associative processes) dan proses sosial yang menceraikan
(dissociative processes). Proses sosial yang bersifat asosiatif diarahkan pada
terwujudnya nilai-nilai seperti keadilan sosial, cinta kasih, kerukunan, solidaritas.
Sebaliknya proses sosial yang bersifat dissosiatif mengarah pada terciptanya nilai-
nilai negatif atau asosial, seperti kebencian, permusuhan, egoisme, kesombongan,
pertentangan, perpecahan dan sebagainya. Jadi proses sosial asosiatif dapat
dikatakan proses positif. Proses sosial yang dissosiatif disebut proses negatif.
Sehubungan dengan hal ini, maka proses sosial yang asosiatif dapat digunakan

sebagai usaha menyelesaikan konflik.

C. Hakekat Dasar Konflik Sosial

Konflik sosial mengacu pada sebuah bentuk interaksi sosial yang bersifat antara
dua orang/kelompok atau lebih, di mana masing-masing fihak berusaha untuk
saling mengalahkan atau bahkan meniadakan fihak lainnya. Sebagai sebuah
bentuk interaksi sosial yang bersifat negatif, konflik sosial dapat difahami sebagai
akibat tidak sempurnanya kontak sosial dan komunikasi sosial yang terjadi di
antara fihak-fihak yang berkonflik. Dengan demikian sebuah interaksi sosial dapat
menjadi sebuah kerjasama atau konflik, secara teoritis dapat diprediksi dari
apakah kontak dan komunikasi sosial antara kedua fihak yang berinteraksi

tersebut bersifat positif atau negatif.



Sebagai salah satu bentuk interaksi sosial antar individu dan kelompok yang
beraneka, konflik sosial adalah salah satu hakekat alamiah dari interaksi sosial itu
sendiri. Konflik sosial tidak dapat ditiadakan, yang dapat dilakukan adalah upaya
pengelolaan dan mempertahankan konflik pada tingkat yang tidak menghancurkan
kebersamaan yang dibayangkan dan diinginkan bersama. Konsep tentang
perdamaian abadi (baca: masyarakat tanpa konflik) sebagai hasil dari sebuah
proses alamiah karena bekerjanya sebuah sistem sosial secara otomatis,

merupakan sebuah ilusi.

Situasi damai, dilihat dari perspektif konflik, bukan sebuah situasi tanpa konflik.
Hal itu dapat dijelaskan dengan dua cara. Pertama, terjadinya keseimbangan
kekuatan antara fihak-fihak yang berinteraksi. Kedua, terjadinya dominasi fihak
yang lebih lemah oleh fihak yang lebih kuat dan berkuasa. Hal ini terjadi karena
pada hakekatnya, setiap individu dan kelompok dalam masyarakat memiliki
kepentingan yang berbeda. Ketika mereka melakukan interaksi sosial, yang
sesungguhnya tercipta adalah sebuah battle ground di mana setiap kepentingan
yang berbeda bertemu dan saling memaksakan. Dari pemahaman ini, dapat
dibedakan adanya konflik yang tersembunyi (latent conflict) dan konflik yang

terbuka (manifest conflict).

Sebuah konflik yang tersembunyi, dapat berubah menjadi sebuah konflik terbuka,
ketika struktur-struktur sosial yang terdiri dari kerangka nilai dan norma yang ada,
sudah tidak lagi mampu membingkai kekuatan kepentingan yang terdominasi atau
ketika terjadi perubahan keseimbangan kekuatan di mana ada fihak yang merasa

cukup kuat untuk melakukan aksi peniadaan fihak lawan secara fisik. Dalam



kondisi demikian, setiap peristiwa sosial sehari-hari berpotensi menjadi pemicu
bagi meledaknya sebuah konflik sosial terbuka. Kecepatan berubahnya sebuah
konflik tersembunyi menjadi konflik terbuka, juga dipengaruhi oleh faktor-faktor
lain seperti, proses globalisasi, pesatnya perkembangan teknologi informasi,
tingkat pendidikan, serta kesenjangan antar generasi. Ketika sebuah konflik sudah
menjadi konflik terbuka, biasanya sudah terlambat untuk ditangani dan juga sudah
menelan korban dan kerugaian, tidak saja bagi fihak-fihak yang bertikai, tetapi

juga dialami oleh kelompok masyarakat lainnya.

Sebagaimana pengelompokan sosial sebuah masyarakat, konflik sosial juga dapat
dibedakan berdasarkan dua dimensi utama, dimensi horisontal dan dimensi
vertikal. Konflik sosial horisontal adalah konflik sosial yang melibatkan individu-
individu atau kelompok-kelompok sosial yang memiliki kedudukan yang sama di
dalam sebuah struktur sosial. Sebagai contoh, pertikaian antar kelompok umat
beragama, pertikaian antar kelompok etnik, pertikaian rasial, serta pertikaian antar
kelompok pendukung partai politik atau suporter sepak bola. Sedangkan konflik
sosial vertikal, adalah pertikaian sosial yang melibatkan antara dua individu atau
kelompok yang berada dalam kedudukan sosial yang berbeda, misalnya pertikaian

antara penguasa dan kelompok masyarakat biasa.

Secara empirik, dua dimensi tersebut dapat saja tumpang-tindih (overlap) dan
sulit diidentifikasi. Dalam banyak kasus, penguasa suatu negara sering
memanfaatkan dan memanipulasi konflik yang terjadi secara horisontal untuk
mempertahankan kekuasaan. Strategi politik Belanda untuk memecah belah

kerajaan-kerajaan di Jawa untuk kemudian dikuasai (divide et impera), merupakan



ilustrasi dari situasi ini. Gagal mengidentifikasi secara tepat mengenai kedua
dimensi tersebut, dapat berakibat fatal bagi penanganan konflik sosial yang

terjadi.

Dilihat dari sisi kebudayaan, konflik sosial dapat mewujud dalam tiga tingkatan,
yaitu konflik pada tataran nilai, konflik pada tataran norma, dan konflik pada
tataran fisik. Konflik sosial pada tataran nilai menyangkut pertikaian yang
bersumber pada perbedaan kriteria dasar yang membedakan antara apa yang
dianggap baik atau buruk, penting atau tidak penting, berharga atau tidak
berharga. Konflik di tataran norma adalah pertikaian yang bersumber pada
perbedaan mengenai patokan-patokan atau aturan-aturan berperilaku, dari mulai
perbedaan kebiasaan sampai aturan hukum yang melahirkan sanksi keras bagi
para pelanggarnya. Sedangkan konflik pada tataran fisik, adalah pertikaian yang
mewujud dalam dan bersumber pada perbedaan-perbedaan simbol-simbol fisik
dan perilaku nyata. Hal tersebut dapat ditemukan mulai dari cara berpakaian,
model bangunan dan ritual keagamaan, serta perang terbuka dan aksi bunuh diri
yang membinasakan bukan saja fihak-fihak yang bertikai, melainkan juga fihak

lain yang tidak ada kaitannya.

Dalam literatur tentang pengelolaan konflik, dikenal beberapa mekanisme yang
sudah banyak dikenal, yaitu konsiliasi, mediasi, arbitrasi, koersi (paksaan), dan
detente. Namun demikian pada umumnya hal-hal tersebut baru dilakukan setelah
suatu pertikaian atau konflik sosial mengemuka secara terbuka, mewujud dalam
bentuk kasat secara fisik serta telah memakan korban, baik harta benda maupun

nyawa manusia. Selain itu, mekanisme penanganan konflik tersebut, hanya



kadang-kadang efektif untuk pertikaian atau konflik sosial yang berdimensi
vertikal. Sedangkan konflik sosial yang berdimensi vertikal sulit diselesaikan

dengan mekanisme-mekanisme konvensional tersebut di atas.
D. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan

negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, faktor-faktor penegakan hukum

adalah sebagai berikut :*

a. Faktor hukumnya sendiri, Undang-Undang.

b. Faktor penegak hukum, vyakni pihak-pihak yang membentu maupun
menerapkan hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan

pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

a. Faktor Hukum
Penegakan hukum, adakalanya terjadinya pertentangan antara kepastian hukum
dan keadilan hukum. Keadilan merupakan sedatu yang abstrak, sedangkan

kepatian hukum merupakan suatu prosedur yang telah di tentukan secara normatif.

* Soerjono Soekanto. 1986. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Rajawali:
Jakarta, hal:8



Telaah lebih lanjut,sebenarnya segala tindakan atau kebijakan yang dilakukan
tanpa melanggar hukum akan dapat di ketegorikan sebagai sebuah
kebajikan.karena sesungguhnya penyelenggaraan hukum bukan hanya merupakan
sebuah penegakan hukum dalam kenyataan tertulis saja,akan tetapi juga harus
mengandung penyerasian antara nilai kaedah dan pola prilaku nyata yang

bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan.

Hukum yang di golongkan dalam bab ini ada 2,yaitu hukum baik dan hukum
buruk. Hukum yang baik adalah Peraturan hukum yang di buat berdasar
kesepakatan melalui kepentingan politik yang berbeda, sedangkan Hukum yang
buruk merupakan Peraturan hukum yang di buat berdasar kesepakatan melalui

kepentingan politik yang sama.

b. Faktor penegak hukum
Aparat penegak hukum merupakan sesuatu yang sangat penting dalam
pelaksanaan hukum, tanpa mereka hukum sulit tercapai, meski dengan

keberadaanya hukum hanya dalam posisi mungkin bisa tercapai.

Ini bukan hanya tentang permasalahan ada atau tidaknya penegak hukum, tapi
baik atau tidaknya kualitas penegak hukum akan sangat mempengaruhi kualitas

hukum.

Polisi, Jaksa, dan Kpk merupakan aparat penegak hukum di indonesia, tapi lihat
saja bagaimana sepak terjang tiga aparat penegak hukum di negara kita ini. Jika

masih seperti ini, maka kualitas hukum yang terjadi di Indonesia tidak akan



berubah menjadi baik, dan mungkin akan semakin terpuruk ketika para Markus

(makelar kasus) menjadi sahabat para penegak hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Fasilitas bukan hal yang asing lagi sbagai sarana pendukung, ini memang
merupakn hal yang juga menentukan terhadap pelaksanaan hukum. Tanpa sarana
atau fasilitas, penegakan hukum akan mengalami sedikit kendala. Tapi uniknya
kadang faktor pendukung ini di jadikan sebagai faktor utama dalam keikutsertaan
para aparat hukum dalam mengabdi pada negara,sehingga sekarang bisa dilihat

sendiri hasilnya.

KIB (Kabinet Indonesia Bersatu) jilid 11, memberikan fasilitas berupa mobil untuk
pemerintah seharga Rp. 1,3 milyar dengan menukar mobil lamanya Toyota Camri
yang senilai ratusan juta. Bahakn dalam kondisi perekonomian yang carut-marut,
kelengkapan dan kemewahan fasilitas tetap menjadi prioritas utama dalam

penegakan hukum.

d. Faktor masyarakat atau SDM masyarakat

Penegakan hukum yang dilakukan untuk sebuah keadilan dan kedamaian bagi
masyarakat akan menuntut masyarakatnya untuk banyak berparisipasi. Kesadaran
masyarakat sangatlah penting sehingga ketika masyarakat menjalankan hukum
karena takut, maka hukum akan berlalu begitu saja. Lain halnya ketika masyarakat

melaksanakan hukum karena kesadaraannya.



Di indonesia kesadaran masyarakat terhadap hukum sangat jarang sekali di temui,
pelaksanaan hukum masih terpaku pada menonjolnya sikap apatis serta
menganggap bahwa penegakan hukum merupakan urusan aparat penegak hukum

semata dan tidak berangkat dari kesadaran masyarakat.

e. Faktor kebudayaan

Dikehidupan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan
kebudayaan menurut Soerjono Sukanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi
manusia dan masyarakat, yaitu menagatur agar manusia dapat mengerti
bagaimana seharusnya bertindak,berbuat dan menentukan sikapnya kalau merka
tak berhubungan dengan orang lain.dengan demikian kebudayaan adalah suatu
garis pokok yang menentukan peraturan dan menetapkan mengenai apa yang

harus dilakukan dan apa yang dilarang.

Berbicara masalah budaya, lebih mengenaskan lagi. Beberapa budaya kita sudah
di curi malasyia. Budaya barat lebih populer di negara berlambang garuda ini,
budaya kita kini memang tengah mengalami keterasingan di negara sendiri,
padahal budaya sangat menentukan hukum. Bagaimana kelanjutan penegakan
hukum di Indonesia dapat menjadi lebih baik, jika kelima faktor penegakan
hukum sudah tidak dimiliki oleh bangsa ini. Bagi siapa saja yang membaca ini,
marilah kita tumbuhkan kecintaan kita terhadap Indonesia dengan memunculkan
kesadaran hukum Kkita agar kedamaian dan kedilan dapat di wujudkan di negara

Kita yang tercinta ini.

E. Pengertian Umum Anarkisme



Anarkisme atau dieja anarkhisme yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa
segala bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-
lembaga yang menumbuhsuburkan penindasan terhadap kehidupan, oleh karena
itu negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan/dihancurkan.
Secara spesifik pada sektor ekonomi, politik, dan administratif, Anarki berarti
koordinasi dan pengelolaan, tanpa aturan birokrasi yang didefinisikan secara luas
sebagai pihak yang superior dalam wilayah ekonomi, politik dan administratif

(baik pada ranah publik maupun privat).

Anarkisme berasal dari kata dasar "anarki" dengan imbuhan -isme. Kata anarki
merupakan Kkata serapan dari anarchy (bahasa Inggris) atau anarchie
(Belanda/Jerman/Perancis), yang berakar dari kata bahasa Yunani,
anarchos/anarchein. Ini merupakan kata bentukan a- (tidak/tanpa/nihil/negasi)
yang disisipi /n/ dengan archos/archein (pemerintah/kekuasaan atau pihak yang
menerapkan kontrol dan otoritas - secara koersif, represif, termasuk perbudakan
dan tirani); maka, anarchos/anarchein berarti "tanpa pemerintahan” atau
"pengelolaan dan koordinasi tanpa hubungan memerintah dan diperintah,
menguasai dan dikuasai, mengepalai dan dikepalai, mengendalikan dan
dikendalikan, dan lain sebagainya”. Bentuk kata "anarkis" berarti orang yang
mempercayai dan menganut anarki, sedangkan akhiran -isme sendiri berarti

paham/ajaran/ideologi.

Dalam sejarahnya, para anarkis dalam berbagai gerakannya kerap Kkali
menggunakan kekerasan sebagai metode yang cukup ampuh dalam
memperjuangkan ide-idenya, seperti para anarkis yang terlibat dalam kelompok

Yang sangat sarat akan penggunaan kekerasan dalam sebuah metode gerakan.



Penggunaan kekerasan dalam anarkisme sangat berkaitan erat dengan metode
propaganda by the deed, yaitu metode gerakan dengan menggunakan aksi
langsung (perbuatan yang nyata) sebagai jalan yang ditempuh, yang berarti juga
melegalkan pengrusakan, kekerasan, maupun penyerangan. Selama hal tersebut

ditujukan untuk menyerang kapitalisme ataupun negara.

Namun demikian, tidak sedikit juga dari para anarkis yang tidak sepakat untuk

menjadikan kekerasan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh.

Dari berbagai selisih paham antar anarkis dalam mendefinisikan suatu ide
kekerasan sebagai sebuah metode, kekerasan tetaplah bukan merupakan suatu ide
eksklusif milik anarkisme, sehingga anarkisme tidak bisa dikonotasikan sebagai
kekerasan, seperti makna tentang anarkisme yang banyak dikutip oleh berbagai
media di Indonesia yang berarti sebagai sebuah aksi kekerasan. Karena
bagaimanapun kekerasan merupakan suatu pola tingkah laku alamiah manusia

yang bisa dilakukan oleh siapa saja dari kalangan apapun.



